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                                                      ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui serta menjelaskan 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat 

Kemandirian Pengelolaan Keuangan Melalui Indeks Kesejahteraan 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”. Dengan Metode sampel Jenuh, maka 

sampel diambil berdasarkan populasi yaitu 33 Kabupaten/Kota. Pendekatan dari 

Penelitian ini assosiatif kuantiatif dengan model regresi linear berganda.Data yang 

di dapatkan melalui pengumpulan data yang dikumpulkan melalui catatan dokumen 

resmi pemerintahaan yang sudah dipublikasikan untuk umum dan diolah melalui 

bantuan aplikasi SPSS 16. Hasil data menunjukan bahwa secara parsial maupun 

simultan, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap 

Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

Melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara . Hal ini 

dapat dilihat dari persamaan regresi linear berganda yaitu Y=67.397+0,255X1-

0,178X2+e dimana jika Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mengalami 

peningkatan masing-masing sebesar 22,5% dan 17,8%. Dan hasil uji 

determinasidari R square adalah sebesar 11,0% menunjukan bahwa tingkat 

Kemandirian Keuangan dipengaruhi oleh Pendapatan Asli dan Dana Perimbangan 

Melalui Indeks Kesejahteraan yang di proxikan dengan Indeks Pembangunan 

Manusia sebesar 11,0% dan sisanya 89,0% dipengaruhi oleh faktor atau variabel 

lainya diluar dari penelitian ini. 

 

 

 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Indeks Kesejahteraan, 

dan Kemandirian Keuangan 
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         ABSTRACT 

 

     

This study aims to determine and explain the Effect of Regional Original Revenue 

and Balancing Funds on the Level of Independence of Financial Management 

through District / City Welfare Index of North Sumatra Province ". With the 

Saturated sample method, the sample is based on the population of 33 districts / 

cities. The approach of this research is associative quantitative approach with 

multiple linear regression models. Data obtained through data collection are 

collected through official government document records that have been published 

publicly and processed through the help of SPSS 16 applications. The results of 

the data show that partially or simultaneously, the influence of income Regional 

Original and Balancing Funds on the Level of Independence of Financial 

Management have a positive and significant effect through the District / City 

Welfare Index of North Sumatra Province. This can be seen from the multiple 

linear regression equation Y = 67,397 + 0,255X1-0,178X2 + e where if the 

Regional Original Revenue and the Balancing Fund have increased respectively 

by 22.5% and 17.8%. And the test results of the R square determination of 11.0% 

indicate that the level of Financial Independence is influenced by Original Income 

and Balance Funds through the Welfare Index proxied by the Human 

Development Index of 11.0% and the remaining 89.0% is influenced by factors or 

variables others outside of this research. 

 

 

 

Keywords: Regional Original Income, Balancing Funds, Welfare Index, and 

Financial Independenc 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaaan suatu daerah  pasti memiliki otonomi daerah masing-masing, 

otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Kemandirian 

pengelolaan keuangan daerah merupakan tujuan dari otonomi daerah . Didalam 

perimbangan pusat dan daerah keadilan politik dan keadilan ekonomi, seperti 

yang tercantum pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang isinya 

pemerintah pusat tetap memegang tanggungjawab untuk sistem hukum, 

masalah keagamaan, pertahanan dan keamanan nasional, perencanaan ekonomi 

makro, masalah keuangan dan moneter, hubungan internasional dan 

standarisasi sementara tanggung jawab wajar lainnya dilimpahkan, pemerintah 

daerah belum sepenuhnya memiliki sumber daya, pemasukan dan kapasitas 

kelembagaan yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, dan 

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi 

tentang pemerintahan daerah.   

         Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 kemudian di 

perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berisi tentang 

perimbangan keuangan antara Daerah dan Pusat. Otonomi daerah didalam 

pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada bantuan dana dari pusat yang 

berupa dana perimbangan yang dikirim pusat ke daerah .Selanjutnya  

perubahan yang sangat mendasar pada pengelolaan keuangan telah terjadi pada 

1 
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tahun 2001 tentang otonom dalam melaksanakan otonomi daerah yang 

melandasinya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan  Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004, menyangkut sumber daya manusia, sumber 

daya lain dan dana yang merupakan kekayaan daerah agar lebih 

mengoptimalkan potensi pengelolaan yang dimiliki daerah.  

           Dengan begitu pemerintah pusat mengharapkan pemerintahan dengan 

otonom daerah mampu mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat, 

serta semakin mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya sendiri agar 

menjadi suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam 

memaksimalkan pengelolaan keuangan maupun pembiayaan pembangunan 

perekonomian. pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah telah 

ditetapkan pada Peraturan Pemerintahan Pasal 4 Nomor 105 Tahun 2000 yang 

menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, 

taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan 

kepatuhan. apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan 

kinerja pemerintahan itu sendiri (Julianti, et al 2012). 

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1Ayat 18 

bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan 

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.PAD merupakan salah satu sumber 

penerimaan yang harus dipantau pertumbuhannya secara berkesinambungan 
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.Agar hal ini dapat dicapai tentunya harus dilakukan langkah-langkah yang 

ditindak lanjuti. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup 

penting dalam untuk melakukan aktivitas pemerintahan,menentukan 

kemampuan daerah dan program-program pembangunan yang akan 

dilaksanakan.  

Tetapi, dalam kenyataanya masih  banyak daerah yang memiliki struktur 

kontribusi PAD relatif lebih rendah terhadap total penerimaan daerah. Namun, 

sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari instansi 

lebih tinggi atau pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan 

yang masih sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. 

Kegiatan pembiayaan pembangunan daerah ini digali dari sumber kemampuan 

keuangan sendiri dan diharapkan dengan prinsip peningkatan kemandirian 

dalam pelaksanaan pembangunan.  

Dengan kata lain, pemerintah daerah dimotivasi agar meningkatkan 

kemampuan, potensinya seoptimal mungkin dalam membelanjakan urusan 

rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang 

potensial yang ada didaerah tersebut. Selain itu Dana Perimbangan adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

(otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran 

dalam APBN, dana perimbangan juga sebagai kontribusi terbesar diatur 

didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 agar pemerintahan dapat 

mengatur dan mengelola keuangan serta mencapai target kemandirian untuk 

mengelola otonom daerah . 
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Terkait hal ini (Priradesi, 2009) menyatakan bahwa analisis rasio kemandirian  

keuangan daerah mengambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana 

eksternal dan rasio kemandirian pemerintahan kabupaten dan kota Medan 

adalah rendah. Kemudian masih menyangkut hal ini pada tahun 2013-2017 

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara bersumber dari data Bps dari tahun 

2013-2017 memberi gambaran seperti yang bisa dilihat dari Tabel  dibawah 

memberikan potret beberapa Pendapatan asli daerah dan Dana perimbangan 

Kabupaten/Kota yang menunjukan masih tingginya ketergantungan Kab/kota 

dengan Dana Perimbangan atau Dana transfer. Dengan artian kemandirian 

keuangan daerah masih rendah dan belum mencapai tujuan Kemandirian 

pengelolaan keuangan daerah merupakan fenomena utama dari penelitian ini. 

Berikut gambar tabel disajikan pada Tabel 1.1 berikut : 

Kab/Kota Padang 

Sidempuan 
Gunung 

Sitoli Medan Samosir 

Pak Pak 

Bharat 

Pendapatan 

Asli Daerah 
78417754 29185405 1739756924 

39268200 18748806 

Dana 

Perimbangan 
666941905 612805752 2122769417 

592629074 
43874823 

Tabel 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 5 kabupaten 

Bisa disimpulkan bahwa dari tabel diatas menggambarkan tingginya dana 

perimbangan dibanding dengan pendapatan asli daerahnya dari beberapa 

Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara demikian juga halnya dengan pembangunan 

yang ada di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, dimana Pendapatan Asli 

Daerah untuk jangka panjang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan 

daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara agar dampaknya dapat mengurangi 

ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan.  
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Besarnya pembagian anggaran yang dialokasikan tersebut mencerminkan 

keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini 

menggambarkan bahwasannya masih tingginya ketergantungan daerah terhadap 

pusat yang dapat dilihat dari dana perimbangan yang diperoleh pada tahun  2017. 

Tentunya tujuan dari pengalokasian dana terabit yaitu pemerataan kesejahteraan 

masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan kesejahteraan masyarakat 

dapat dikatakan sebagai hal yangpenting pada proses perencanaan pembangunan. 

Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengamati kesejahteraan 

masyarakat. Pembangunan manusia sebagai proses dalam memperluas beragam 

pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dari sisi pendidikan, kesehatan 

dan daya beli. Berikut disajikan data table indeks pembangunan manusia Provinsi 

Sumatera Utara. 

          Tabel 1.2  Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara 

Id_wilayah Wilayah 
Tahun 

2013 

Tahun 

2014 

Tahun 

2015 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

1200 Sumatera Utara 68,36 68,87 69,51 70 70,57 

Sumber : www.bps.go.id 

          Data di atas menggambarkan indikator kesejahteraan manusia di Provinsi 

Sumatera Utara yang meningkat tiap tahunnya artinya ada perkembangan 

kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara namun yang menjadi masalah adalah 

pemerataan pembangunan yang belum merata yang dapat dilihat dari indeks 

pembangunan manusia di beberapa daerah di Sumatera Utara. Berdasarkan uraian 

serta pemikiran latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti,  

http://www.bps.go.id/
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“Pengaruh Pendapatan Asli Daerahdan Dana Perimbangan Terhadap 

Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan Melalui Indeks Kesejahteraan 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara”. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini 

adalah :  

a. Masih rendahnya pendapatan asli daerah dalam memberikan kontribusi 

pada tingkat kemandirian pengelolaan keuangan kabupaten/kota 

Provinsi Sumatera utara. 

b. Masih adanya ketergantungan dana perimbangan dalam memberikan 

kontribusi tingkat kemandirian pengelolaan keuangan kabupaten/kota 

Provinsi Sumatera Utara. 

c. Pemerataan pembangunan yang belum merata yang dapat dilihat dari 

indeks pembangunan manusia di beberapa daerah di Sumatera Utara. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah diatas maka penelitian ini 

dibatasi. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih terarah dan tidak meluas 

serta menyimpang dari tujuannya, yaitu mengenai pengaruh pendapatan asli 

daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian pengelolaan 

keuangan melalui Indeks Kesejahteraan kabupaten/kota provinsi Sumatera 

Utara. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian 

ini adalah  :  

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan 

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017  ? 

2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan 

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017  ? 

3. Apakah Indeks kesejahteraan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian 

keuangan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017  ? 

4. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian 

Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017 ? 

5. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian 

Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017 ? 

6. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian 

Keuangan melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 

Utara 2013-2017 ? 

7. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian 

keuangan  melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 

Utara 2013-2017 ? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  
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a. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat 

kesejahteraan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-

2017  ? 

b. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan 

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017  ? 

c. Apakah Indeks kesejahteraan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian 

keuangan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017  ? 

d. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat 

kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 

Periode 2013-2017 ? 

e. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian 

Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2017? 

f. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat 

Kemandirian Keuangan melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Utara 2013-2017 ? 

g. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian 

keuangan  melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Utara 2013-2017 ? 

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak diantaranya : 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

peneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan 
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secara bersama-sama terhadap terhadap tingkat kemandirian pengelolaan 

keuangan melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Sumatera Utara. 

 

b. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan referensi 

informasi kepada pihak pemerintahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengelola keuangan Kabupaten/kota Sumatera Utara. 

c. Bagi Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh 

pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap tingkat 

kemandirian melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Sumatera 

Utara. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Muliana, 2009) 

yang berjudul : Pengaruh rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah,Dana Alokasi 

Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan 

Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”. 

Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Perimbangan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Utara”. 

 Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang 

terletak pada : 
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1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakanvariabel bebas 

yaitu pengaruh rasio Efektivitas Pendapatan Daerah,Dana alokasi umum 

dan dana alokasi khusus Dan variabel terikat tingkat kemandirian 

keuangan daerah pada pemerintahan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 

Utara dan penelitian sekarang menggunakan variabel bebas yaitu Pengaruh 

pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dan variabel terikat terhadap 

tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Utara. 

2. Waktu Penelitian :penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2009 

sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2018.  

3. Model Penelitian : Dalam penelitian terdahulu menggunakan model 

analisa regresi berganda dan penelitian sekarang menggunakan model 

analisa regresi linier berganda . perbedaan model penelitian, variabel 

penelitian, waktu dan lokasi penelitian menjadikan perbedaan yang 

membuat keaslian penelitian ini dengan baik.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pendapatan Asli Daerah  

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-

sumber pendapatan di dalam daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan 

Undang-undang yang berlakubertujuan untuk memberikan kelulasaan kepada 

daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah 

sebagai perwujuduan kemampuan melaksanakan ekonomi sendiri. 

Pendapatan Asli Daerah ini sendiri perlu ditingkatkan agar dapat 

meningkatkan kemandirian otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab 

dengan menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dari penerimaan 

daerah  tersebut. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun  2004  yang berisi 

tentang “Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal 

dari hasil Pajak Daerah,hasil Retribusi Daerah ,Hasil pengelolaan kekayaan 

Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 

asas desantralisasi”. 

Kemampuan daerah dalam  mengelola Pendapatan Asli Daerah 

sangat erat kaitannya dengan peningkatan kemandirian daerah. “Semakin 

tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar 

pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan 

aspirasi,kebutuhan,dan prioritas pembangunan daerah”.Menurut (Mahmudi, 

11 
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2010).Dari definisi diatas dapat disimpulkan pula bahwa Pendapatan Asli 

Daerah sangat penting peran dan pengaruhnya terhadap pembiayaan dan 

pendanaan daerah sendiri agar terciptanya tingkat pengelolaan keuangan 

daerah yang sehat dan tingkat kemandirian yang baik. 

b. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah 

 Tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah telah menetapkan sumber-sumber pendanaan pelaksanaan 

pemerintahan terdiri atas Pedapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,Pinjaman 

Daerah,dan Lain-lain  Pendapatan Yang Sah. Terkandung di dalam Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli daerah Terdiri Dari : 

1) Pajak Daerah 

pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang 

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah, menurut Mariot berdasarkan Undang-undang nomor 

34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah . 

dan menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 jenis Pajak 

Kabupaten/Kota terdiri dari : 

a) pajak hotel 

b) pajak restoran  

c) Pajak hiburan 

d) pajak reklame 

e) pajak penerangan jalan 
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f) pajak mineral bukan logam dan batuan 

g) pajak parkir  

h) pajak air tanah 

i) pajak sarang burung walet 

j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan 

k) pajak perolehan hak atas tanah dan bangungan 

2) Retribusi Daerah  

Retribusi daerah menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan pribadi atau badan. 

Selain itu jenis-jenis retribusi daerah : 

1) Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikamti oleh orang pribadi atau umum dan jenis-jenis 

retribusi jasa umum : 

a) retribusi pelayanan kesehatan 

b) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan 

c) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk  dan akta 

catatan sipil 

d) retribusi pelayan pemakaman dan penguburan mayat 

e) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 

f) retribusi pelayanan pasar  

g) retribusi pengujian kendaraan bermotor 
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h) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

i) retribusi penggantian biaya cetak peta 

j) retribusi penyediaan dan atau penyedeton kakus 

k) retribusi pengolahan limba cair  

l) retribusi pelayanan tera/tera ulang 

m) retribusi pelayanan pendidikan, dan 

n) retribusi pengendalian menara telekomunikasi 

2) Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh 

pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi 

pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal. 

Jenis-jenis retribusi usaha dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 

meliputi : 

a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

b) Retribusi pasar grosir dan aau pertokoan  

c) Retribusi tempat pelelangan 

d) Rertribusi terminal 

e) Retribusi tempat khusus parkir 

f) Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa 

g) Rertribusi rumah potong hewan 

h) Retribusi tempat pelayanan kepelabuhan  

i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga 

j) Retribusi penyebrangan di air dan 

k) Retribusi penjualan usaha daerah 
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3) Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh 

pemerintah daerah kepada orang pribadi atau Badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaat ruang, penggunaan sumber daya alam, barang , prasarana, 

sarana, atau fasilitan tertentu guna melindungi kepentingan umum dna 

menjaga kelestarian lingkungan. 

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu menurut undang-undang nomor 

28 tahun 2009 meliputi: 

a) Retribusi izin mendirikan bangunan 

b) Retribusi izin tempat jualan minuman beralkohol 

c) Retribusi izin gangguan 

d) Retribusi izin trayek dan  

e) Retribusi izin usaha periklanan 

3) Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang Dipisahkan 

Hasil pengelolaan kekayaan  milik daerah yang dipisahkan merupakan 

penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

Jenis pendapatan ini di rinci menurut objek pendapatan mencakup : 

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

daerah/BUMD 

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik 

Negara/BUMN 

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

atau kelompok usaha masyarakat 
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d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak 

daerah,retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas, Lain-lain usaha daerah 

yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan 

tersebut bertujuan untu menunjang, melapangkan, atau memantapkan 

suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. Menurut Undang-Undang 

nomor 32 tahun 2004. 

Lain-lain pendapatan asli daerah sah seperti uang dimaksud meliputi :  

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2) Jasa giro 

3) Pendapatan bunga 

4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

5) Komisi,potongan, atau bentuk lain sebagian akibat dari penjualan atau 

penggadaan barang dan jasa oleh daerah. 

6) Hasil pajak daerah 

7) Hasil retribusi daerah 

8) Hasil perusahaan milih daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dan  

9) Lain-lain pendapatan asli yang sah. 

2. Dana Perimbangan 

a. Pengertian Dana Perimbangan 

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan 
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daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan 

ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi 

yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah. Menurut (Darise, 

2009). 

b. Sumber Dana Perimbangan 

Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana 

Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan 

pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan 

satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut 

saling mengisi dan melengkapi. Pemerintahan daerah menyatakan Dana 

Perimbangan meliputi : 

1) Dana Bagi Hasil 

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang 

dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu 

dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri 

dari Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil 

bersumber daya alam. 

2) Dana Alokasi Umum 

Dana alokasi umum menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari 
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pendapatan APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah 

dalam rangka desantralisasi. DAU juga dimaksud untuk menutup 

kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah dalam rangka mewujudkan 

kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan 

tugasnya melayani masyarakat (Panggabean, 2014:13). 

3) Dana Alokasi Khusus  

Dana Alokasi Khusus menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan pemerintahan Pusat dan Pemerintahaan 

Daerah, “ dana alokasi khusus selanjutnya disebut DAK, adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan 

khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

nasional”. 

Dari definisi diatas tentang dana perimbangan dapat disimpulkan 

bahwa dana perimbangan sifatnya adalah sebagai dana bantuan dari 

pemerintah pusat untuk membantu mendanai kegiatan daerah namun 

pemerintah pusat mengharapkan pemerintahan daerah meningkatkan 

kemandirian pengelolaan keuanganya sendiri. 

3. Indeks Kesejahteraan Masyarakat 

Perkembangan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan sebagai hal yang 

penting pada proses perencanaan pembangunan. Terdapat beberapa indikator 

yang diguankan dalam mengamati kesejahteraan masyarakat. Pembangunan 

manusia sebagai proses dalam memperluas beragam pilihan untuk memenuhi 
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kebutuhan dasar manusia dari sisi pendidikan, kesehatan dan daya beli (Nehen, 

2012:82). Sedangkan menurut United Nation for Development Program 

(UNDP) dalam Swandewi (2014:6), menyatakan pembangunan manusia adalah 

model pembangunan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara 

menumbuhkan dan memperluas pilihan bagi masyarakat. Perkembangan 

kesejahteraan masyarakat semestinya dipantau oleh pemerintah agar 

pemerintah dapat merencanakan perbaikan pada sisi atau komponen 

kesejahteraan masyarakat yang masih minim atau kurang. Pemerintah daerah 

maupun masyarakat Provinsi Bali dalam melihat dan mengamati 

perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari angka 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Utara. 

Pembangunan Manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-

pilihan yang dimiliki oleh manusia d iantara banyak pilihan tersebut, pilihan 

yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu 

pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang 

dibutuhkan agar dapat hidup secara layak(United Nations Development 

Programe, 2010).Pembangunan manusia memiliki dua sisi: pertama, fungsi 

dari keberdayaan manusia dan kedua, pemakaian keberdayaan itu untuk 

keseimbangan kehidupan dan tujuan produksi (UNDP, 2009). 

Pendekatan pembangunan manusia tidak semata-mata menjadi sebuah tujuan, 

namun merupakan sebuah proses. UNDP menetapkan empat elemen utama dalam 

pembangunan manusia, yaitu pemerataan (equity), produktivitas (productivity), 

pemberdayaan (empowerment) dan kesinambungan (sustainability) (Ardiansyah 

dan Widyaningsih, 2014). Peningkatan IPM tidak semata-mata hanya pada 
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pertumbuhan ekonomi, namun pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dan 

Widiyaningsih, 2014). Pertumbuhan ekonomi sejalan pembangunan manusia, 

maka perlu disertai dengan pembangunan yang merata. Pemerataan pembangunan, 

maka adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil 

pembangunan tersebut. Pembangunan Manusia di Indonesia sesungguhnya sudah 

menganut konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan 

UNDP yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN). Pembangunan manusia merupakan bagian dari tujuan nasional. 

Peningkatan IPM tidak hanya bertumpu pada peningkatan ekonomi semata, namun 

diperlukannya pembangunan dari segala aspek (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 

2014). Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka 

perlu disertai dengan pembangunan yang merata. Pemerataan pembangunan, maka 

adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil-hasil pembangunan 

tersebut. 

4. Tingkat Kemandirian Keuangan 

Menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Kemandirian 

keuangan berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggung 

jawaban keuangan sendiri,melaksanakan sendiri dalam rangka asas 

desentralisasi.Kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang dapat 

menunjukan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan 

pemerintahan,pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah 

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yag diperlukan 

daerah .menurut (Amalia et al.,2014). Sementara itu,kemandirian keuangan 

menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

daerah,dimana semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dapat 
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menunjukkan kontirbusi yang besar masyarakat dalam membayar pajak dan 

retribusi daerah,dimana kedua hal tersebut merupakan komponen dari 

pendapatan asli daerah. (Ulum, 2009). 

Tujuan kemandirian pengelolaan keuangan daerah ialah mengukur 

sudah baik atau tidaknya suatu pemerintahan daerah ditandai dengan semakin 

tingginya kemandirian keuangan tentu  menggambarkan tingkat pengelolaan 

keuangan yang baik pada daerah tersebut dan kurangnya tingkat 

ketergantungan pendanaan dari pihak eksternal dan pusat dalam otonomi 

daerah untuk mengatur keuangan sendiri.untuk mengukur Kemandirian 

Pengelolaan keuangan daerah dengan mengunakan rasio Kemandirian sebagai 

berikut : 

Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah 
X100% 

  

Transfer Pusat+Provinsi+Daerah 

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang penulis telah jadikan referensi 

adalah berikut ringkasan tabel dari peneliti-peneliti terdahulu: 

Tabel 2.1 Mapping Penelitian Sebelumnya 

N

o 

Nama 

Peneliti/ 

Tahun 

Judul Variabel 
Model 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1 Ni Kadek 

Herni 

Wijayanti1 

Ida Bagus 

Darsana2 

(2014 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah Dan Dana 

Alokasi 

Umum Terhadap 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Melalui 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Studi 

X1 = PAD 

X2 = DAU 

Z = Pertumbuhan 

Ekonomi 

Y =Kesejahteraan 

 

 

Kuantitatif Hasil 

analisis 

menunjukkan 

PAD dan DAU 

memiliki 

pengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi. PAD 

dan DAU tidak 
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Kabupaten/Kota 

Di Provinsi Bali 

Periode 2008-

2013) 

berpengaruh 

langsung 

terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat, 

sedangkan 

pertumbuhan 

ekonomi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat. 

Pertumbuhan 

ekonomi 

merupakan 

variabel yang 

memediasi 

secara penuh 

dalam pengaruh 

PAD dan DAU 

terhadap 

kesejahteraan 

masyarakat 

2 Nindya 

Mahardity

a (2018) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah (Pad), 

Dana Alokasi 

Khusus (Dak), 

Dana Alokasi 

Umum (Dau), 

Dan Dana Bagi 

Hasil (Dbh) 

Terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia Dengan 

Pengalokasian 

Belanja Modal 

Sebagai  

Variabel 

Intervening  

(Studi Empiris 

Pada Pemerintah 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 

2011-2014) 

X1 = PAD 

X2 = DAU 

X3 = DAU 

Z = DBS 

Y = IPM 

 

Kuantitatif PAD dan DAK 

berpengaruh 

terhadap indeks 

pembangunan 

manusia, 

sedangkan DAU 

dan DBH tidak 

berpengaruh 

terhadap indeks 

pembangunan 

manusia. 

Selanjutnya PAD 

dan DAK tidak 

berpengaruh 

terhadap indeks 

pembangunan 

manusia melalui 

pengalokasian 

anggaran belanja 

modal, 

sedangkan DAU 

dan DBH 

berpengaruh 

terhadap indeks 

pembangunan 

manusia melalui 

pengalokasian 

anggaran belanja 

modal. 
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3 Ayu 

Priradesi 

(2009) 

Analisis Rasio 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Pada 

Pemerintahan 

Kabupaten Dan 

Kota Di Sumatera 

X1=Analisis Rasio 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah 

Y=  Pemerintahan 

Kabupaten 

Dan Kota Di 

Sumatera 

Utara 

Analisis 

Deskriptif 

Data Yang 

Dilakukan 

Menunjukan 

Bahwa Rasio 

Kemandirian 

Keuangan 

Pemerintahan 

Kabupaten Dan 

Kota Di 

Sumatera Utara 

Adalah Rendah 

Sekali Atau 

Secara Finansial 

Atau Belum 

Mandiri. 

4 Debby 

Debora 

(2010) 

Analisis 

Kontribusi 

Pendapatan Asli 

Daerah Dalam 

Memenuhi APBD 

Pada 

Pemerintahan 

Kota Medan 

X1=Analisis 

Kontribusi 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Y=  Dalam 

Memenuhi 

APBD Pada 

Pemerintahan 

Kota Medan 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Deskriptif 

 

 Kontribusi 

Pendapatan Asli 

Daerah Terhadap 

Anggaran 

Pendapatan Dan 

Belanja Daerah 

Kota Medan Dari 

Tahun 2008 - 

2012 Dengan 

Kriteria 

Kemampuan 

Kuangan Daerah 

Sedang. 

5 Muliayana 

(2009) 

Pengaruh Rasio 

Efektivitas 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum 

Dan Dana Alokasi 

Khusus Terhadap 

Tingkat 

Kemandirian 

Keuangan Daerah 

Pada 

Pemerintahan 

Kabupaten/ Kota 

Di Provinsi 

Sumatera Utara 

X1= Pengaruh 

Rasio 

Efektivitas 

Pendapatan 

Asli Daerah 

X2=Dana Alokasi 

Umum Dan 

Dana Alokasi 

Khusus 

Y=  Terhadap 

Tingkat 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah Pada 

Pemerintahan 

Kabupaten/ 

Kota Di 

Provinsi 

Sumatera 

Utara 

Regresi 

Berganda 

Secara Parsial 

PAD Yang 

Mempunyai 

Pengaruh 

Signifikan 

Positif Terhadap 

Tingkat 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah, 

Sedangkan Dana 

Alokasi Umum 

(DAU)Dan Dana 

Alokasi Khusus 

(DAK) 

Berpengaruh 

Singnifikan 

Negatif 

Terhadap 

Tingkat 

Kemandirian 

Keuangan 

Daerah .Secara 

Simultan Rasio 

Efektivitas  

PAD,DAU Dan 

DAK 

Mempunyai 
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Pengaruh 

Signifikan 

Positif Terhadap 

Tingkat 

Kemandirian. 

 

 

C. Kerangka Konseptual 

Penelitian ini merupakan suatu kajian dari berbagai konsep teori dan kajian 

penelitian yang terlebih dahulu. Dengan adanya kebijakan Undang-Undang 

terbaru tentang otonomi daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

sebagai dasar penyelengaraan otonomi daerah.Oleh karena itu diharapkan 

pemerintah daerah harus siap mengatur keuangan serta mampu mengali, dan 

membiayai sendiri segala keperluan dan kegiatan daerahnya .dana bisa 

bersumber  dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan potensi-potensi yang 

ada di daerah tersebut, kemudian dilihat pula seberapa pengaruhnya pendapatan 

asli daerah dan dana perimbangan yang diterima dari pusat apakah berpengaruh 

positif dan negatif terhadap indeks kesejahteraan masyarakat provinsi tersebut 

dan apa dampaknya terhadap tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan 

Daerah di Provinsi Sumatera Utara tersebut apakah Tingkat Kemandirian 

Semakin Tinggi atau sebaliknya. Kerangka Konseptual dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Keterangan : 

X1: Pendapatan Asli Daerah (independent variabel) 

X2: Dana Perimbangan (independent variabel) 

Z  : Indeks Pembangunan anusia (intervening variabel) 

Y : Tingkat Kemandirian (dependent variabel)  

 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah dan masih harus 

dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual 

diatas,hipotesis penelitian ini  adalah  

1. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kesejahteraan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. 

2. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kesejahteraan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara. 

X1 

Y 

X2 

Z 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 
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3. Indeks Kesejahteraan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota Provinsi Sumatera 

Utara . 

4. Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Utara 

5. Dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota 

Provinsi Sumatera Utara. 

6. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian 

Keuangan melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Utara. 

7. Dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan  

melalui Indeks Kesejahteraan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua 

variabel atau lebih dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang 

berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala Rusiadi 

(2013:14). Penelitian ini dilakukan membuktikan dan mengetahui Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap tingkat Kemandirian 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengakses Laporan APBD dan Laporan 

Realisasi APBD Selama Periode 2013-2017 Sumatera Utara.Dengan mengamati 

laporan realisasi pada website pemerintah di www.bps.pemprovsu.go.id 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai selesai. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari uraian dan penjelasan dari  tabel jadwal 

penelitian tabel 3.1 : 
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Tabel 3.1Jadwal Proses Penelitian 

No Aktivitas 

Bulan/Tahun 

Oktober-

November 

2018 

Desember-

Januari 

2019 

Februari-Maret 

2019 

Mei-Juni 

2019 

Juli- 

Agustus 

2019 

1 
Risetawal/Pengajuan 

Judul 

                

    

2 
Penyusunan Proposal 

        

    

        

  

    

    

3 
Seminar Proposal 

                                

    

4 
PerbaikanAcc 

Proposal                                 

    

5 
Pengolahan Data 

                                

    

6 
PenyusunanSkripsi 

                          

 
    

    

7 
BimbinganSkripsi 

                

    

8 
MejaHijau 

                                

    

Sumber : Penulis (2019) 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yangditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”populasi dalam penelitian 

ini adalah 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mengunakan Laporan 

Realisasi APBD Tahun 2013-2017”. 

 

2. Sampel 

Penelitian ini menggunakan sampel yang ditentukan dengan 

menggunakan teknik pengambilan Sampel Jenuh ,Yaitu teknik pengambilan 

sampel adalah dari semua populasi  yang diteliti.  
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Berdasakan kriteria tersebut maka, maka Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Utara yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 

Kabupaten  dan kota dan dalam kurun waktu 5 tahun. Daftar sampel penelitian ini 

dapat dilihat di bawah ini : 

Tabel 3.2 Daftar Kabupaten/Kota yang Memenuhi Kriteria Sampling 

No Kabupaten/Kota Kriteria Sampel 

1 2 

1 Kabupaten Nias √ √ Sampel 1 

2 Kabupaten Mandailing Natal √ √ Sampel 2 

3 Kabupaten  Tapanuli Selatan √ √ Sampel 3 

4 Kabupaten Tapanuli Tengah √ √ Sampel 4 

5 Kabupaten Tapanuli Utara √ √ Sampel 5 

6 Kabupaten Toba Samosir √ √ Sampel 6 

7 Kabupaten Labuhan Batu √ √ Sampel 7 

8 Kabupaten Asahan √ √ Sampel 8 

9 Kabupaten Simalungun √ √ Sampel 9 

10 Kabupaten Dairi √ √ Sampel 10 

11 Kabupaten Karo √ √ Sampel 11 

12 Kabupaten Deli Serdang √ √ Sampel 12 

13 Kabupaten Langkat √ √ Sampel 13 

14 Kabupaten Nias Selatan √ √ Sampel 14 

15 Kabupaten Humbang Hasundutan √ √ Sampel 15 

16 Kabupaten PakPak Barat √ √ Sampel 16 

17 Kabupaten Samosir  √ √ Sampel 17 

18 Kabupaten Serdang Berdagai √ √ Sampel 18 

19 Kabupaten Batu bara √ √ Sampel 19 

20 Kabupaten Padang lawas utara √ √ Sampel 20 

21 Kabupaten Padang lawas  √ √ Sampel 21 

22 Kabupaten Labuhan Batu Selatan √ √ Sampel 22 

23 Kabupaten Labuhan Batu Utara √ √ Sampel 23 

24 Kabupaten Nias Utara √ √ Sampel 24 

25 Kabupaten Nias Barat √ √ Sampel 25 

26 Kabupaten Sibolga √ √ Sampel 26 

27 Kota Tanjung Balai √ √ Sampel 27 

28 Kota Pematang Siantar √ √ Sampel 28 

29 Kota Tebing Tinggi √ √ Sampel 29 

30 Kota Binjai √ √ Sampel 30 

31 Kota Medan √ √ Sampel 31 

32 Kota Padang Sidempuan √ √ Sampel 32 

33 Kota Gunung sitoli √ √ Sampel 33 
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Penelitian ini dilakukan dengan mengunduh data dari website Badan 

Pusat Statistik Provinsi berupa data yang diolah dan di publikasikan. 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

akan menjadi fokus dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis 

variabel yaitu : variabel bebas yang terdapat dalam penelitian ini adalah pengaruh 

pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sedangkan variabel terikatnya 

adalah tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota Sumatera 

Utara. 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah penjelasan tentang batasan atau ruang lingkup 

variabel penelitian, sehingga memudahkan pengukuran dan pengamatan serta 

pengembangan instrument/alat ukur.  

Adapun definisi operasional dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 3.3 Variabel  Operasional 

 

Variabel 

 

Indikator 

 

Deskripsi 

Skala 

Pengaruh 

Pendapatan 

Asli Daerah  

Ln Total 

Pendapatan  

Asli Daerah 

 

Pendapatan asli daerah 

merupakan penerimaan yang 

diperoleh dari sumber-sumber 

pendapatan didalam daerah 

tertentu, yang dipungut 

berdasarkan Undang-Undang 

yang berlaku (Sumber:Undang-

undang nomor 33 tahun 2004) 

 

 

Nominal 
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  Variabel 

 

Dana 

Perimbangan 

    Indikator 

 

Ln Total Dana 

Perimbangan  

 

                       Deskripsi 

 

Dana perimbangan adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada 

daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi yang bertujuan untuk 

menciptakan keseimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah dan antara 

pemerintah daerah. Menurut 

(Darise, 2009). 

a.  

   Rasio 

 

Nominal 

Kesejahteraan 

Manusia  

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

IPM menjelaskan bagaimana 

penduduk dapat mengakses hasil 

pembangunan dalam memperoleh 

pendapatan, kesehatan, pendidikan, 

dan sebagainya.(Badan Pusat 

Statistik, 2019). 

Skala 

Kemandirian 

pengelolaan 

Keuangan 

Daerah 

 

 

 
                      

                                 
       

 

 

(sumber:Mahm

udi:2010:142) 

b. Kemandirian keuangan berarti 

pemerintah dapat melakukan 

pembiayaan dan pertanggung 

jawaban keuangan 

sendiri,melaksanakan sendiri dalam 

rangka asas desentralisasi(sumber: 

Menurut undang-undang Nomor 32 

tahun 2004) 

 

 Rasio 

 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Dalam melaksanakan penelitian ini,data yang dipergunakan adalah data 

sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran dan laporan anggaran 

keuangan masing-masing Kabupaten/Kota tahunan yang telah di release 

resmi untuk umum pada periode penelitian. 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder 

adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau 

secara tidak langsung berupa buku,catatan, bukti yang telah ada, atau arsip 

baik yang di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara umum. 

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh peneliti dari situs www. 

Bps.pemprovsu.go.id. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik Dokumentasi penelitian ini merupakan pengumpulan data yang 

dikumpulkan melalui catatan dokumen resmi pemerintahaan yang sudah 

dipublikasikan untuk umum. Serta mengumpulkan dari berbagai hal media 

cetak yang membahas semua yang berkaitan dengan yang akan 

diteliti.penelittian ini mengggunakan metode dokumentasi untuk mencari data 

tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap 

tingkat kemandirian pengelolaan keuangan kabupaten/kota Provinsi Sumatera 

Utara. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah model regresi liner berganda 

(multiple regretion) untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu gaya 

kepemimpinan dan upah terhadap kepuasan kerja dan untuk mengetahui pengaruh 

variabel mediasi (intervening)yaitu kinerja dalam memediasi variabel 

independent terhadap variabel dependent yaitu kepuasan kerja.Yang dapat 
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dihitung dengan bantuan perangkat lunak statistical product and service solution 

variabell ini menggunakan dua kali regresi berganda. Dimana sesuai dengan 

kerangka konseptual terdiri dari dua persamaan struktual, dimana  variable X1 dan 

X2 adalah variable eksogen dan Z serta Y adalah variable endogen (Rusiadi et al, 

2013:224),dengan persamaan sebagai berikut : 

1. X1 + X2 + e = Y 

 

2. X1 + X2 +  Z + e = Y 

 Keterangan : 

Y  = Kemandirian(Dependen Variable) 

X1 = PAD(Independent Variable) 

X2 = DP(Independent Variable) 

Z     = Kesejahteraan(Intervening Variable) 

Sebelum dianalisis dan dievaluasi, terlebih dahulu data di uji dengan : 

1. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui kelayakan model regresi berganda, maka akan dilakukan 

uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil etimasi 

regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Uji asumsi 

klasik yang sering digunakan, yaitu : 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-

model penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal (Ghozali dalam Rusiadi, 2013 : 164). Asumsi 
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normalitas dapat diperiksa dengan pemeriksaan output normal P-P 

plot. Asumsi normalitas terpenuhi ketika penyebaran titik-titik output 

plot mengikuti garis diagonal plot.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas (Baihaqi, 2010:68).Uji ini dilakukan dengan melihat nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan 

menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance value > 0,10 atau VIF < 

10 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.  

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah pengujian asumsi residual yang memiliki 

korelasi pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). Menguji 

autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu 

dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara menguji 

autokorelasi adalah dengan melihat model regresi linier berganda 

terbebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin Watson berada di 

bawah angka 2. 

 

H. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah jawaban sementara 

terhadap suatu masalah yang dimaksud mana dalam penelitian yang telah 



35 
 

 
 

dikemukakan dalam hipotesis sebelumnya, maka dilakukan pengujian simultan 

dan berikut uji parsial atau individu serta pengujian pengaruh mediasi 

(Intervening), guna mengetahui kebenaranya : 

1. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F). 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel bebas 

yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependent(Baihaqi, 2010:70). Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangansecara 

serempak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kesejahteraan Kota dan 

Kabupaten Provinsi Sumatera Utara dengan level pengujian 5% pada pengujian 

hipotesis digunakan: 

a. X1,X2 + Z 

Pengaruh Serempak (simultant) Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Perimbangan terhadap Indeks Kesejahteraan Kota dan Kabupaten Provinsi 

Sumatera Utara. 

Ho : β1 =  β2-0 Artinya tidak dapat pengaruh  serempak 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana 

Perimbangan terhadap Indeks 

Kesejahteraan Kota dan Kabupaten 

Provinsi Sumatera Utara.  

Hi = Minimal 1 ≠ 0 Artinya terdapat Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Perimbangan terhadap Indeks 

Kesejahteraan Kota dan Kabupaten 

Provinsi Sumatera Utara. 
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Pengujian hipotesis ini menggunakan uji F dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut :  

Terima Ho (tolak Hi), apabila F hitung< Ftabel atau sig F >α 5% 

Terima Ho (terima Hi), apabila F hitung< Ftabel atau sig F >α 5% 

b. X1,X2, Z + Y 

Pengaruh Serempak (simultant) Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangandan Indeks Kesejahteraan terhadap Kemandirian Pengelolaan 

Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. 

Ho : β1 =  β2-0 Artinya tidak dapat pengaruh serempak 

Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangandan Indeks Kesejahteraan 

terhadap Kemandirian Pengelolaan 

Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi 

Sumatera Utara..  

Hi = Minimal 1 ≠ 0 Artinya terdapat pengaruh serempak 

Pendapatan Asli Daerah, Dana 

Perimbangandan Indeks Kesejahteraan 

terhadap Kemandirian Pengelolaan 

Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi 

Sumatera Utara. 

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji F dengan kriteria pengambilan 

keputusan sebagai berikut :  

Terima Ho (tolak Hi), apabila F hitung< Ftabel atau sig F >α 5% 

Terima Ho (terima Hi), apabila F hitung< Ftabel atau sig F >α 5% 
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2. Uji Pengaruh Parsial (Uji t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh  satu 

variabel independent secara individual dalam menerangkan variable 

dependent (Baihaqi, 2010:70). 

Pengaruh Parsial individu variabel bebas terdapat variabel terikat  adalah 

sebagai berikut : 

1) Pendapatan Asli Daerahterhadap Indeks Kesejahteraan. 

X1, X2 + Z 

Ho : β1 = 0 Artinya tidak terdapat pengaruh  Pendapatan 

Asli Daerah yang signifikan terhadap Indeks 

Kesejahteraan.  

Hi =β1 ≠ 0 Artinya terdapat pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah yang signifikan terhadap Indeks 

Kesejahteraan.  

  Pengujian signifikan dengan Kriteria Pengaruh Keputusan (KPK) :  

  Terima Ho (tolak Hi), apabila thitung< t tabel atau sig t>α 5% 

  Terima Ho (terima Hi), apabila thitung< t tabel atau sig t>α 5% 

 

2) Dana Perimbangan  terhadap Indeks Kesejahteraan. 

X1, X2,+ Z 

Ho : β1 = 0 Artinya tidak terdapat pengaruh Dana 

Perimbangan  terhadap Indeks Kesejahteraan  

Hi =β1 ≠ 0 Artinya terdapat pengaruh Dana Perimbangan  

terhadap Indeks Kesejahteraan. 
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  Pengujian signifikan dengan Kriteria Pengaruh Keputusan (KPK) :  

Terima Ho (tolak Hi), apabila thitung< t tabel atau sig t>α 5% 

Terima Hi (terima Ho), apabila thitung< t tabel atau sig t>α 5% 

3) Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Pengelolaan 

Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. 

X1, X2,+ Y 

Ho : β1 = 0 Artinya tidak terdapat pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah terhadap Kemandirian Pengelolaan 

Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi 

Sumatera Utara.   

Hi =β1 ≠ 0 Artinya terdapat pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Kemandirian Pengelolaan 

Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi 

Sumatera Utara. 

  Pengujian signifikan dengan Kriteria Pengaruh Keputusan (KPK) :  

Terima Ho (tolak Hi), apabila t hitung< t tabel atau sig t>α 5% 

Terima Ho (terima Hi), apabila t hitung< t tabel atau sig t >α 5% 

4) Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Pengelolaan Keuangan 

Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. 

X1, X2,+ Y 

Ho : β1 = 0 Artinya tidak terdapat pengaruh Dana 

Perimbangan terhadap Kemandirian 

Pengelolalan Keuangan Kota dan Kabupaten 

Provinsi sumatera Utara.  
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Hi =β1 ≠ 0 Artinya terdapat pengaruh Dana Perimbangan 

terhadap Kemandirian Pengelolalan Keuangan 

Kota dan Kabupaten Provinsi sumatera Utara. 

  Pengujian signifikan dengan Kriteria Pengaruh Keputusan (KPK) :  

Terima Ho (tolak Hi), apabila thitung< t tabel atau sig t>α 5% 

Terima Ho (terima Hi), apabila thitung< t tabel atau sig t>α 5% 

5) Indeks Kesejahteraan terhadap Kemandirian Pengelolaan 

Keuangan Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. 

X1, X2, Z + Y 

Ho : β1 = 0 Artinya tidak terdapat pengaruh Indeks 

Kesejahteraan yang signifikan terhadap 

Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kota dan 

Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.  

Hi =β1 ≠ 0 Artinya terdapat pengaruh Indeks Kesejahteraan 

yang signifikan terhadap Kemandirian 

Pengelolaan Keuangan Kota dan Kabupaten 

Provinsi Sumatera Utara. 

 

  Pengujian signifikan dengan Kriteria Pengaruh Keputusan (KPK) :  

Terima Ho (tolak Hi), apabila t hitung< t tabel atau sig t>α 5% 

Terima Ho (terima Hi), apabila t hitung< t tabel atau sig t>α 5% 

3. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Dalam 
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bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi 

terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini 

antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan 

variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel-variabel bebas 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Instansi Pemerintahan Sumatera Utara 

a. Sejarah Ringkas 

          Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan 

suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan 

wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur 

yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang 

pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian 

dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, 

dan Sumatera Selatan.  

         Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga 

daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, 

Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli.Dengan  

diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 

1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi 

menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi 

Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 

selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.  

         Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan 

di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 

22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera 

Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. 
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pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi 

Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 

1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera 

Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang 

diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom 

Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian 

menjadi wilayah Provinsi Aceh. 

  

b. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023 

1) Visi 

Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat 

2) Misi 

a) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat 

Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya 

sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang 

baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang 

menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.  

b) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat 

Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan 

dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik 

yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan 

memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis. 
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c) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat 

Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, 

berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.  

d) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat 

Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan 

penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan 

Dunia.  

e) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat 

Dalam Lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang 

bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, 

berperikemanusiaan, dan beradab. 

c. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara 

1) Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan 

lapangan pekerjaan.  

2) Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.  

3) Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.  

4) Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.  

5) Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata 

d. Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara 

Tabel 4.1 Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi  Sumatera Utara 

No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota 

1 Kabupaten Nias 18 Kabupaten Serdang Berdagai 

2 Kabupaten Mandailing Natal 19 Kabupaten Batu bara 

3 Kabupaten  Tapanuli Selatan 20 Kabupaten Padang lawas utara 

4 Kabupaten Tapanuli Tengah 21 Kabupaten Padang lawas  
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No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota 

5 Kabupaten Tapanuli Utara 22 
Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan 

6 Kabupaten Toba Samosir 23 
Kabupaten Labuhan Batu 

Utara 

7 Kabupaten Labuhan Batu 24 Kabupaten Nias Utara 

8 Kabupaten Asahan 25 Kabupaten Nias Barat 

10 Kabupaten Simalungun 26 Kabupaten Sibolga 

11 Kabupaten Dairi 27 Kota Tanjung Balai 

12 Kabupaten Karo 28 Kota Pematang Siantar 

13 Kabupaten Deli serdang  29 Kota Tebing Tinggi 

14 Kabupaten Nias Selatan 30 Kota Medan 

15 
KabupatenHumbang 

Hasundutan 
31 Kota Binjai 

16 Kabupaten PakPak Barat 32 Kota Padang Sidempuan 

17 Kabupaten Samosir  33 Kota Gunung Sitoli 

Sumber : http://www.sumutprov.go.id 

2. Analisis Deskriptif 

Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PAD 165 7.22E6 1.53E10 1.8325E8 9.21005E8 

DP 165 5.57E7 1.16E10 8.5239E8 1.0690E9 

KEMANDIRIAN 165 .00 6.07 .1586 .48875 

IPM 165 56.58 79.98 68.3369 4.87232 

Valid N (listwise) 165     

Sumber : www.bpspemprovsu.go.id (OlahData Laporan Keuangan periode 2013-2017) 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui data deskriptif Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), Tingkat Kemandirian 

Pengelolaan Keuangan, dan Tingkat Kesejahteraan Manusia (Index 

Pembangunan Manusia) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jumlah 

N (sampel) pada penelitian ini adalah 165.  

http://www.sumutprov.go.id/
http://www.bpspemprovsu.go.id/


45 
 

 

Nilai minimum untuk variabel Pendapatan Asli Daerah yaitu 

72228748 yang merupakan PAD Kabupaten Samosir pada tahun 2017 hal 

ini menggambarkan bahwasannya sumber PAD Kabupaten Samosir masih 

rendah disbanding dengan rata – rata pendapatan kota dan kabupaten 

lainnya, nilai maksimum variabel PAD yaitu 15388658 yang merupakan 

PAD Kabupaten Pak Pak Bharat yang menggambarkan bahwasannya 

Kabupaten Pak Pak Bharatmemiliki sumber pendapatan daerah yang tinggi. 

PAD memiliki nilai rata-rata sebesar 9.21005E8dengan standar deviasi 

sebesar 2.20264E8yang menunjukkan bahwa besar peningkatan maksimum 

dari rata-rata variabel PAD adalah +1.8325E8dan penurunan maksimum 

rata-rata variabel PAD adalah sebesar -1.8325E8atau dapat dikatakan bahwa  

rata-rata nilai penyimpangan PAD adalah sebesar 22%. Nilai standar deviasi 

yang lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa data 

terdistribusi secara normal.Pendapatan Asli Daerah ini sendiri perlu 

ditingkatkan agar dapat meningkatkan kemandirian otonomi daerah yang 

luas dan bertanggung jawab dengan  menanggung sebagian beban belanja 

yang diperlukan dari penerimaan daerah  tersebut. 

Nilai minimum untuk variabel Dana Perimbangan yaitu  55706647 

yang merupakan DPKabupaten Nias Utara pada tahun 2017, nilai 

maksimum variabel DP yaitu 11565271497yang merupakan DP Kabupaten 

Deli Serdang pada tahun 2017 hal ini menggambarkan besarnya kucuran 

dana baik dari pusat maupun provinsi terhadap daerah Kota Langkat yang 

memiliki PAD yang rendah. Dana perimbangan yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan 
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untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah.  

Nilai minimum untuk variabel Tingkat Kemandirian Pengelolaan 

Keuangan yaitu 0,008 yang merupakan KemandirianKabupaten Dairi pada 

tahun 2016, nilai maksimum variabel Kemandirian yaitu 0,67 yang 

merupakan Kemandirian Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2013. 

Data tersebut menggambarkan bahwasannya KemandirianKabupaten 

Mandailing Natal masih rendah dan masih bergantung terhadap pemerintah 

pusat melalui dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum dan Dana 

Alokasi Khusus maupun transfer pusat. Tujuan kemandirian pengelolaan 

keuangan daerah ialah mengukur sudah baik atau tidaknya suatu 

pemerintahan daerah ditandai dengan semakin tingginya kemandirian 

keuangan tentu  menggambarkan tingkat pengelolaan keuangan yang baik 

pada daerah tersebut dan kurangnya tingkat ketergantungan pendanaan dari 

pihak eksternal dan pusat dalam otonomi daerah untuk mengatur keuangan 

sendiri. 

Nilai minimum untuk variabel IPM yaitu 56,58 yang merupakan 

IPMKabupaten  Nias Barat pada tahun 2013 yang menggambarkan indeks 

kesejahteraan yang rendah dibandingkan dengan IPM rata-rata kota dan 

kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Utara, nilai maksimum variabel 

IPM yaitu 78,79 yang merupakan IPMKota Medan  pada tahun 2017. Hal 

ini menggambarkan bahwasannya Kota Medan memiliki indeks 

kesejahteraan yang tertinggi selama beberapa tahun terakhir yaitu tahun 

2013-2017. Semakin tinggi indeks ini semakin mencerminkan 
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pembangunan manusia yang atau sumber daya manusia yang berkualitas 

dan cerdas. 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

regresi yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak.Data 

yangdiperoleh dari bps, selanjutnya akan diuji dengan uji asumsi klasik 

sebagai berikut: 

a. Hasil Uji Asumasi Klasik Substruktur I 

1) Hasil Uji Normalitas Substruktur I 

Hasil uji normalitas pada substruktur I diinterpretasikan dengan 

melihat grafik Histogram. Adapun hasil uji histogram dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Hasil Uji Histogram 

Berdasarkan gambar histogram menunjukkan hasil uji normalitas 

berdasarkan grafik histogram menunjukkan data terdistribusi normal karena kurva 

grafik histogram membentuk lonceng sempurna. 
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Adapun hasil uji PP Plot dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 4.2PP Plot Uji Normalitas 
Sumber : Hasil Pengolahan SPSS  

 

Berdasarkan Gambar 4.2di atas, kemudian untuk hasil pengujian 

normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik 

data untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia yang menyebar 

berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara 

normal.  

2) Hasil Uji Multikolinearitas Substruktur I 

Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 4.3Hasil uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

PAD .977 1.024 

DP .977 1.024 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS  

         Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh nilai tolerance lebih dari 0,977 

dan nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian ini 

memenuhi ketentuan uji multikolinearitas. 
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3) Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi adalah pengujian asumsi residual yang 

memiliki korelasi pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). 

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu 

dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara menguji 

autokorelasi adalah dengan melihat model regresi linier berganda 

terbebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin Watson berada di bawah 

angka 2. 

Tabel 4.4 

Uji Autokorelasi 

                                                              Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .333
a
 .111 .100 4.62416 .420 

a. Predictors: (Constant), PAD, DP      

b. Dependent Variable: IPM        

   Sumber : Hasil Pengolahan SPSS  

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa angka Durbin 

Watson 0,402 <2, sehingga terbebas dari autokorelasi 

b. Hasil Uji Asumasi Klasik Substruktur II 

1) Hasil Uji NormalitasSubstruktur II 

Hasil uji normalitas pada substruktur I diinterpretasikan dengan 

melihat grafik Histogram. Adapun hasil uji histogram dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Hasil Uji Histogram 

          Berdasarkan gambar di atas menunjukkan hasil uji normalitas 

berdasarkan grafik histogram menunjukkan data terdistribusi normal 

karena kurva grafik histogram membentuk lonceng sempurna. 

Adapun hasil uji PP Plot dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 PP Plot Uji Normalitas 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS  
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Berdasarkan Gambar 4.4di atas, kemudian untuk hasil 

pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot 

terlihat titik-titik data untuk variabel Kemandirian yang menyebar 

berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi 

secara normal.  

2) Hasil Uji Multikolinearitas Substruktur II 

Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 4.5Hasil uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

PAD .977 1.024 

DP .977 1.024 

IPM .977 1.024 

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS  

 

         Berdasarkan Tabel 4.5 Diperoleh nilai tolerance lebih dari 0,1 dan 

nilai VIF kurang dari 10. Hal ini menjelaskan bahwa penelitian ini 

memenuhi ketentuan uji multikolinearitas. 

3) Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi adalah pengujian asumsi residual yang 

memiliki korelasi pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). 

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu 

dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Cara menguji 

autokorelasi adalah dengan melihat model regresi linier berganda 

terbebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin Watson berada di bawah 

angka 2. 
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Tabel 4.6 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Mo

del R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .9872
a
 .974 .974 .07951 1.919 

a. Predictors: (Constant), PAD, DP, IPM      

b. Dependent Variable:Kemandirian        

      Sumber : Hasil Pengolahan SPSS  

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa angka Durbin 

Watson 1,919<2, sehingga terbebas dari autokorelasi 

4. Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Regression)  

Tabel 4.7.  
    Coefficients

a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 67.397 .462  145.964 .000 

PAD .019 .000 .255 3.399 .001 

DP 
8.126E-10 .000 .178 

       

2.379 
 

a. Dependent Variable: IPM     

   Sumber: Lampiran Output SPSS 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut :

 Y = α + β1X1 – β2 X2 + e. 

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah: 

a. α = 67.397 

Nilai konstanta sebesar 67.397  artinya jika variabel Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Perimbangan bernilai 0, maka variabel IPM bernilai 

67.397. 

b. β1 = 0,255 
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Konstanta β1 bernilai 0,255menjelaskan bahwa apabila variabel PAD 

meningkat satu satuan, maka variabel  IPM akan menaik sebesar 0,255 

c. β2 = 178 

Konstanta β1 bernilai 178menjelaskan bahwa apabila variabel DP 

meningkat satu satuan, maka variabel  IPM  akan menurun sebesar 178. 

 

5. Pengujian Hipotesis 

 

Gambar 4.5. 

Penggambaran Asumsi Analisis Jalur 

 

Model di atas akan diuraikan menjadi empat sub struktural sebagai berikut : 

Sub struktural 1  :  Z = PX1 + PX2 + ɛ1 

Sub struktural 2 :  Y= PZ + ɛ2 

Sub struktural 3 :  Y= PX1 + PX2 + ɛ3 

Sub struktural 4 :  Y= PZX1 + PZX2 + ɛ3 

Keterangan : 

X1 = Pendapatan Asli Daerah  X2 = Dana Perimbangan 

Z   = Indeks pembangunan manusia    Y  = Kemandirian keuangan keuangan  

ε = Faktor lain diluar X dan Y  P   = Koefisien Jalur 

 

 

Pengaruh 

Pendapatan asli 

 (X1) 

Daerah 

Dana 

Perimbangan 

(X2) 

Kesejahteraan 

(Z) 
Kemandirian 

keuangan daerah 

(Y) 
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Gambar 4.6. 

Penggambaran Asumsi Analisis Jalur 

Substruktural pertama 

a. Pengujian Hipotesis Jalur Pertama 

      Pengujian analisis jalur pertama bertujuan untuk mengetahui arah 

hubungan variabel bebas terhadap variabel mediator. Hasil pengujian regresi 

berganda dapat dilihat pada Tabel 4.8berikut: 

Tabel 4.8.  

Analisis jalur Pertama 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 67.397 .462  145.964 .000 

PAD .019 .000 .255 3.399 .001 

DP 
8.126E-10 .000 .178 

       

2.379 
 

a. Dependent Variable: IPM     

Sumber: Lampiran Output SPSS 

 

Informasi yang ditampilkan pada hasil regresi berganda adalah persamaan 

regresi berganda antara variabel independen (X) terhadap variabel Intervening (Z) 

yang dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan berikut ini: 

Z = PX1 + PX2 + ɛ1 

Z = 0,255X1+0,178X2+ 0,161ɛ1 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkanhasil regresi bergandaditemukan bahwa : 

ɛ1=0,161 

 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Dana Perimbangan 

             IPM 

0,178 

0,255 
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1) Nilai konstanta sebesar 67.397  artinya jika variabel Pendapatan Asli Daerah 

dan Dana Perimbangan bernilai 0, maka variabel IPM bernilai67.397. 

2) Nilai koefisien Beta variabel Pendapatan Asli daerah adalah sebesar 0,255 

artinya setiap kenaikan variabel Pendapatan Asli Daerah maka Indeks 

Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 25,5% dengan asumsi 

variabel lainnya dianggapkonstan. 

3) Nilai koefesien Beta variabel Dana Perimbangan  adalah 0,178 artinya setiap 

kenaikan variabel Dana Perimbangan  maka Indeks Pembangunan Manusia  

akan meningkatsebesar 17,8% dengan asumsi variabel lainnya 

dianggapkonstan. 

a) Uji Signifikansi Simultan 

Hasil pengujian statistik F (uji simultan) pada Dana Perimbangan dan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia  dapat dilihat 

pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9.  

Uji Serempak (F) 

 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 430.292 2 215.146 10.061 .000
a
 

Residual 3464.275 162 21.384   

Total 3894.567 164    

a. Predictors: (Constant), DP, PAD   

b. Dependent Variable: IPM     

Sumber: Lampiran Output SPSS 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh secara simultan pengaruh 

Dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap indeks Pembangunan 

Manusia diperoleh nilai signifikansi 0,000 (Sig <0,05) maka H0 ditolak. Artinya 
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Dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap indeks Pembangunan Manusia. 

b) Uji Signifikansi Parsial 

Hasil pengujian statistik t (uji parsial) pada Dana Perimbangan dan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat 

pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.10. 

Hasil Uji Statistik t – Hipotesis Parsial 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 67.412 .462  145.990 .000 

PAD        1.347E-

9  
.000 .245 3.394 .001 

DP 8.135E-10 .000 .179 2.382 .018 

a. Dependent Variable: IPM     

   Sumber: Lampiran Output SPSS 

 

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembanguna 

Manusia  

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil pengujian hipotesis pengaruh Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia diperoleh nilai signifikansi 

0,001 (Sig.<0,05) maka H0 ditolak. ArtinyaPendapatan Asli Daerah 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara . 

 

2) Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia  

Berdasarkan Tabel 4.9 hasil pengujian hipotesis pengaruh Dana 

Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia diperoleh nilai 

signifikansi 0,018 (Sig.<0,05) maka H0 ditolak. ArtinyaDana Perimbangan 



57 
 

 

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 

Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara . 

 

c) Koefisien Determinasi 

Uji Statistik koefisien determinasi pada penelitian ini tujuannya adalah 

untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Uji statistik koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 

4.11berikut: 

Tabel 4.11. 

Koefisien Determinasi – Hipotesis Pertama 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .332
a
 .110 .100 4.62433 

a. Predictors: (Constant), DP, PAD 

b. Dependent Variable: IPM  

 Sumber: Lampiran Output SPSS 

 

Tabel 4.11. memperlihatkan bahwa nilai R Square sebesar 0,110 atau 

11,0% yang berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen (Pendapatan 

Asli Daerah danDana Perimbangan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah 

sebesar nilai koefisien determinasi atau 11,0%. Sedangkan sisanya 89,0% 

dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini. 

b.   Pengujian Hipotesis Jalur Kedua 

Pengujian analisis jalur ketiga bertujuan untuk mengetahui arah 

hubunganPendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan danIndeks Pembangunan 

Manusiaterhadap tingkat Kemandirian Keuangan . Hasil pengujian regresi 

berganda dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut: 
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Tabel 4.12.  

Analisis Jalur Kedua 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .059 .091  .642 . .522 

PAD 5.286E-10 .000 .993 74.628 .000 

DP -2.459E-11 .000 . -.054 -4.115 .000 

IPM .000 .001 .272 .244 .808 

a. Dependent Variable: KKD     

Sumber: Lampiran Output SPSS 

Informasi yang ditampilkan pada hasil regresi berganda adalah persamaan 

regresi berganda antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) yang 

dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan berikut ini: 

 

Y= PX1 + PX2+ PZ+ ɛ3 

Y =0,225X1+0,178X2+0,272Z+ ɛ3 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Penggambaran Asumsi Analisis Jalur Substruktural Ketiga 
 

 

Berdasarkanhasil analisis data terlihat bahwa : 

1) Nilai konstanta sebesar 0.059 artinya jika variabelPendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan danIndeks Pembangunan Manusia bernilai 0 maka Kinerja 

bernilai sebesar 0.059. 

ɛ3 

 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kemandirian

keuangan 

daerah 

 

 

0,178 

0,225 

Dana 

Perimbangan 

IPM 0,272 
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2) Nilai koefesien Beta untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 

0,225artinya setiap kenaikan variabel Pendapatan Asli Daerah maka 

Kemandirian Keuangan akan meningkat sebesar 22,5% dengan asumsi 

variabel lainnya dianggapkonstan. 

3) Nilai koefesien Beta untuk variabel Dana Perimbangan adalah sebesar 0,178 

artinya setiap kenaikan variabel Dana Perimbanganmaka Kemandirian 

Keuangan akan meningkatsebesar 17,8% dengan asumsi variabel lainnya 

dianggapkonstan. 

4) Nilai koefesien Beta untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia adalah 

sebesar 0,272artinya setiap kenaikan variabel Indeks Pembangunan Manusia 

maka Kemandirian Keuanganakan meningkatsebesar 27,2% dengan asumsi 

variabel lainnya dianggapkonstan. 

a) Uji Signifikansi Simultan 

Hasil pengujian statistik F (uji simultan) pada Pendapatan Asli Daerah dan 

Dana Perimbangan terhadap Kemandiriandapat dilihat pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13. 

 Uji Serempak (F) 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 38.158 3 12.719 2.012E3 .000
a
 

Residual 1.018 161 .006   

Total 39.176 164    

a. Predictors: (Constant), IPM, PAD, DP  

b. Dependent Variable: KKD     

 

Berdasarkan Tabel 4.13hasil pengujian hipotesis secara simultan 

pengaruhPendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Indeks Pembangunan 

Manusia terhadap Kemandirian keuangandiperoleh nilai signifikansi 0,000 (Sig 
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<0,05) maka H0 ditolak. ArtinyaPendapatan Asli Daerah,Dana Perimbangan 

danIndeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Kemandirian Keuangan Daerah  Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 

b) Uji Signifikansi Parsial 

Hasil pengujian statistik t (uji parsial) pada Pendapatan Asli Daerah ,Dana 

Perimbangan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemandirian Keuangan 

Daerah dapat dilihat pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14. 

Hasil Uji Statistik t – Hipotesis Parsial 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .059 .091  .642 .522 

PAD 5.268E-10 .000 .993 74.628 .000 

DP -2.459E-11 .000 -.054 -4.115 .000 

IPM .000 .001 .272 .244 .808 

a. Dependent Variable: KKD     

  Sumber: Lampiran Output SPSS 

1).  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan  

 Berdasarkan Tabel 4.13 hasil pengujian hipotesis pengaruh Pendapatan 

Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerahdiperoleh nilai 

signifikansi 0,000 (Sig.<0,05) maka Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya 

Pendapatan Asli Daerahberpengaruh signifikan terhadapKemandirian 

Keuangan Daerah  Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 

2).  Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah  

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil pengujian hipotesis pengaruh Dana 

Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan diperoleh nilai signifikansi 



61 
 

 

0,000(Sig<0,05) maka H0 ditolak. ArtinyaDana Perimbanganberpengaruh 

signifikan terhadapKemandirian Keuangan Daerah  Kabupaten/Kota di 

Sumatera Utara. 

3). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemandirian Keuangan 

Daerah   

Berdasarkan Tabel 4.14 hasil pengujian hipotesis pengaruh Indeks 

Pembangunan Manusia terhadap Kemandirian Keuangan diperoleh nilai 

signifikansi 0,808 (Sig>0,05) maka H0 diterima. ArtinyaIndeks Pembangunan 

Manusia Budaya tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian 

Keuangan Daerah  Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 

c) Koefisien Determinasi 

Uji Statistik koefisien determinasi pada penelitian ini tujuannya adalah 

untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Uji statistik koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 

4.15 berikut: 

Tabel 4.15.  

Koefisien Determinasi – Hipotesis Ketiga 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .987
a .974 .974 .07951 

a. Predictors: (Constant), PAD, DP 

b. Dependent Variable: IPM  

 Sumber: Lampiran Output SPSS 

 

Tabel 4.15. memperlihatkan bahwa nilai R Square sebesar 0,974 atau 

97,4% yang berarti bahwa persentase pengaruh variabel independen (Pendapatan 

Asli Daerah,Dana Perimbangan dan Indeks Pembangunan) terhadap Kinerja 

adalah sebesar nilai koefisien determinasi atau 97,4%. Sedangkan sisanya 2,6% 
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dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

model penelitian ini. 

 

c.  Pengujian Hipotesis Jalur Ketiga 

      1).  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan 

Melalui Indeks Pembangunan Manusia 

Agar dapat membuktikan bahwa variabel Indeks pembangunan Manusia 

mampu menjadi variabel yang memediasi antara Pendapatan Asli Daerah terhadap 

Kemandirian Keuangan , maka akan dilakukan perhitungan pengaruh langsung. 

Apabila pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah terhadapKemandirian 

Keuangan melalu Indeks pembangunan Manusia lebih besar dibanding pengaruh 

secara langsung, maka Indeks pembangunan Manusia bisa menjadi variabel yang 

memediasi (intervening). Terlebih dahulu dihitung nilai pengaruh tidak langsung/ 

Indirect Effect (IE) pada variabel Pendapatan Asli Daerahterhadap Kemandirian 

Keuangan  melalui Indeks pembangunan Manusia sebagai berikut : 

Tabel 4.16.  

Koefisien Korelasi Variabel Intervening 

Model 

Koefesien 

Jalur t p R2 ɛ 

Sub structural 1 (X1 ke Z)   

X1 (pZX1) 0.255 3.399 0.001 0.218 0.890 

Sub structural 2 (X1,Z ke 

Y)         
  

X1 (pyX1) 0.994 77.534 0.000 0.974 0.026 

Z (pyZ) 0.272 3.602 0.000 0.974 0.026 

Sumber: Data Hasil Penelitian 2019 (Diolah) 

Besarnya pengaruh tidak langsung/ Indirect Effect (IE) Pendapatan Asli 

Daerah terhadap Kemandirian melalui Indeks Pembangunan Manusia yaitu : 

Indirect Effect (IE) = (pZX1) (pYZ) 

 = 0,255 x 0,272= 0.069 
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PyX1 =0,994 

 

P3 P2 

P1 

IPM 

PAD KKD 

PZX1 =0,255 

PyX1Z =0,272 

 

X1Z  Y = (pYX1) + (IE) 

= 0.994+ 0.069 = 1.063 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah  Melalui Indeks Pembangunan 

Manusia terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dijelaskan berikut ini :  

Tabel 4.17.  

Perbandingan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Variabel 
Direct 

Effect 

Indirect 

Effect 
Total Effect 

X1 0.994 0.069  1,063 

                  Sumber: Data Hasil Penelitian 2019 (Diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.17 hasil pengujian hipotesis Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan Manusia lebih 

besar dibanding pengaruh langsung yaitu 0.994>0,069 dengan nilaisignifikansi 

0,000 (Sig.<0,05) maka Ho ditolak. Artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

signifikan terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan 

Manusia  sebagai variabel intervening pada terhadap tingkat Kemandirian 

Keuangan Daerah  Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.8 

 Analisis Jalur Pendapatan Asli DaerahTerhadap tingkat Kemandirian 

Keuangan 

Melalui Indeks Pembangunan Manusia 
 

e2 
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Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat 

berpengaruh langsung ke Kemandirian Keuangan Daerah dan dapat juga 

berpengaruh tidak langsung yaitu dari Indeks Pembangunan Manusia (sebagai 

variabel intervening) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Besarnya 

pengaruh langsung adalah 0,994 sedangkan besar pengaruh tidak langsung yaitu 

0,069. Oleh karena nilai (X1ZY >pX1) maka Indeks Pembangunan Manusia 

berfungsi sebagai variabel intervening.  

d) Pengaruh Dana PerimbanganTerhadap Kemandirian Melalui Indeks 

Pembangunan Manusia 

Nilai pengaruh tidak langsung/ Indirect Effect (IE) pada variabel Prosedur 

SMM terhadap Kinerja melalui Budaya Kualitas : 

Tabel 4.18.Koefisien Korelasi Variabel Intervening 

Model 

Koefesien 

Jalur t p R2 ɛ 

Sub structural 1 (X2 ke Z)   

X2 (pZX2) 0.179 2.382 0.021 0.218 0.782 

Sub structural 2 (X2,Z ke 

Y)         
  

X2 (pyX2) -0.054 2.172 0.000 0.974 0.026 

Z (pyZ) 0.272 3.602 0.000 0.974 0.026 

Sumber: Lampiran Output SPSS 

Besarnya pengaruh tidak langsung/ Indirect Effect (IE) Dana Perimbangan 

terhadap tingkat Kemandirian Keuangan  melalui Indeks Pembangunan Manusia 

yaitu : 

Indirect Effect (IE) = (pZX2) (pYZ) 

 = 0,179x 0,272= 0.049 

X2Z  Y = (pYX2) + (IE) 

= -0.054+ 0.049 = -0.005Pengaruh Dana Perimbangan Melalui Indeks 

Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan dijelaskan 

pada gambar diagram jalur berikut ini :  
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Tabel 4.19. 

Perbandingan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Variabel 
Direct 

Effect 

Indirect 

Effect 
Total Effect 

X2 -0,054 0.049  -0,005 

Sumber: HasilPenelitian 2019 (Diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.19. hasil pengujian hipotesis pengaruh Dana 

Perimbangan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan melalui Indeks 

Pembangunan Manusia lebih besar dibanding pengaruh langsung yaitu  -0,0054>-

0,049dengan nilaisignifikansi 0,000 (Sig.<0,05) maka Ho ditolak. Artinya Dana 

Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangandan 

Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah  Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4.9 

 Analisis Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Melalui 

Indeks Pembangunan Manusia 

 

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dapat 

berpengaruh langsung ke Kemandirian Keuangan akan dan dapat berpengaruh 

tidak langsung yaitu dari Indeks Pemabangunan Manusia (sebagai variabel 

intervening) terhadap Kemandirian Keuangan . Besarnya pengaruh langsung  

e2 
P2X2 =-0,054 
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PyX2Z =0,272 
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adalah -0,054sedangkan besar pengaruh tidak langsung yaitu 0,049. Oleh karena 

nilai (X2ZY < PX1) maka Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai 

variabel intervening. 

Berdasarkan data hasil analisis yang diperoleh, maka diagram hasil 

analisis jalur pada model penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 

Kerangka Konseptual Path Analysis 

Hasil pengujian hipotesis penelitian dirangkum dalam Tabel 4.20.berikut 

ini: 

Tabel 4.20. 

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian 

No Hipotesis 
Koefisien 

Jalur 
Sig. Kesimpulan 

H1 

Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan 

ManusiaKab/kota di Provinsi 

Sumatera Utara 

0,255 0,001 Diterima 

H2 

Dana Perimbangan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

Indeks Pembanguanan 

ManusiaKab/kota di Provinsi 

Sumatera Utara 

0,179 0,021 Diterima 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Kemandiri

an 

Keuangan

n 

0.974 

 

0.994 

 

Dana Perimbangan 

Indeks 

Pembangun

an manusia 

-0,054 

 

0.225 

 

0.275 
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H3 

Indeks Pembanguanan Manusia 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap tingkat 

Kemandirian Keuangan Kab/kota di 

Provinsi Sumatera Utara 

0,272 0,000 

 

 

Ditolak 

 

 

H4 

Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tingkat Kemandirian 

Keuangan Kab/kota di Provinsi 

Sumatera Utara 

0,994 0,000 Diterima 

H5 

Dana Perimbangan Berpengaruh 

Positif Dan Signifikan Terhadap 

tingkat Kemandirian Keuangan 

Kab/kota di Provinsi Sumatera 

Utara. 

0,053 0,000 Diterima 

H6 

Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kemandirian Keuangan 

melalui. Indeks Pembangunan 

ManusiaKab/kota di Provinsi 

Sumatera Utara 

 

1,063 0,000 Diterima 

H7 

Dana Perimbangan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadapKemandirian Keuangan 

melaluiIndeks Pembangunan 

ManusiaKab/kota di Provinsi 

Sumatera Utara 

-0,005 0,000 Diterima 

Sumber: HasilPenelitian 2019 (Diolah) 

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sehingga H1 

diterima. Hal ini berarti bahwa apabila Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya maka Indeks Pembangunan 

ManusiaKab/Kota di Provinsi SumateraUtara juga akan mengalami peningkatan. 

Sejalan dengan hal tersebut, Dana Perimbangan jugaberpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sehingga H2 diterima. Hal ini 

berarti bahwa dengan meningkatkan Dana Perimbangan para pegawai maka akan 
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mampu meningkatkan Indeks Pembangunan ManusiaKab/Kota di Provinsi 

SumateraUtara 

Secara langsung Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Kemandirian Keuangan , sehingga H3 ditolak. Hal ini berarti 

bahwa Indeks Pembangunan Manusia  jika dimasukan di Kab/kota Sumatera 

Utara saat ini belum memberikan dampak positif secara langsung terhadap 

Kemandirian Keuangan. Secara langsung Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan, sehingga H4 diterima. 

Apabila pimpinan di Kab/Kota di Sumatera Utara mampu meningkatkan kualitas 

Pendapatan Asli Daerahnya maka Kemandirian Keuangan jugaakan meningkat. 

Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemandirian Keuangan, sehingga H5 diterima. Hal ini berarti bahwa apabila 

Kab/Kota di Sumatera Utara mampu meningkatkan Dana Perimbangan mereka, 

maka tingkat Kemandirian Keuangan semakin tinggi. 

Selanjutnya secara mediasi Pendapatan Asli Daerah  berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan 

Manusia , sehingga H6 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kualitas 

Pendapatan Asli Daerahnya yang baik yangtercermin melalui Indeks 

Pembangunan Manusia yang baik dari maka hal tersebut akan mampu 

meningkatkan Kemandirian Keuangan diKab/Kota Provinsi Sumatera Utara. 

Selanjutnya Dana Perimbangan juga secara mediasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan 

Manusia, sehingga H7 diterima. Hal ini berarti bahwa jika Kab/Kota mampu 

meningkatkan Dana Perimbangan mereka dengan mewujudkannya melalui Indeks 
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Pembangunan yang baik maka akan berdampak pada peningkatanKemandirian 

Keuangan diKab/Kota Provinsi Sumatera Utara. 

Tabel 4.20.juga memberikan informasi bahwa kedua variabel baik 

Pendapatan Asli Daerah  dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh tidak 

langsung yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan melalui Indeks 

Pembangunan Manusia, sehingga terbukti bahwa Indeks Pembangunan Manusia 

merupakan variabel intervening dalam penelitian ini. 

 

B. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia . 

Hasil pengujian memberikan bukti empiris Pendapatan Asli Daerah  

berpengaruh positif dan signifikan terhadapIndeks Pembangunan 

Manusiadimana hal tersebutmembuktikan hipotesis 

diterima.Artinyasemakin baik Pendapatan Asli Daerah  maka akan 

meningkatkanIndeks Pembangunan Manusia diKab/Kota Provinsi 

Sumatera Utara.  

Impilkasi dari hasil penelitian ini adalah adalah pada Pendapatan 

Asli Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik. Hal 

ini terlihat dari Tingginya Pendapatan Asli Daerah yang di dapat 

digunakan secara efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 

Nindita Maharditya (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah  dan dana perimbangan dapat meningkatkan indeks pertumbuhan 

manusia.Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dodi Chandra 
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(2012). Yang menyatakan bahwa dana perimbangan dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia 

    Hasil pengujian memberikan bukti empiris Dana Perimbangan  

     berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

    dimana hal tersebut membuktikan hipotesis diterima.Artinyasemakin tinggi  

     Dana Perimbangan maka akan semakin tinggi pulaIndeks Pembanguan  

     Manusia di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.. 

3. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap Kemandirian Keuangan 

    Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwa Kemandirian  

     Keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian  

     Keuanga dimana hal tersebut membuktikan hipotesis ditolak. Artinya Indeks  

      Pembangunan Manusia belum berperan aktif dalam meningkatkan  

      Kemandirian Keuangan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.  

      Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks  

      Pembangunan Manusia belum dapat meningkatkan Kemandirian Keuangan  

      secara nyata.  

 

4. Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap 

Kemandirian Keuangan 

Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwaPendapatan Asli 

Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian 
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Keuangan dimana hal tersebutmembuktikan hipotesis 

diterima.Artinyasemakin baik Pendapatan Asli Ddaerah maka akan 

meningkatkan Kemandirian Keuangan Kab/Kota di Provinsi Sumatera 

Utara. 

Dari hasil analisis tersebut, terlihat jelas bahwa Pendapatan Asli 

Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara mempunyai pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap Kemandirian  Keuangan. 

5. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemandirian Keuangan 

Hasil pengujian memberikan bukti empiris bahwaDana Perimbangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirain Keuangan dimana 

hal tersebutmembuktikan hipotesis diterima.Artinyasemakin baik Dana 

Perimbangan maka akan semakin meningkatKemandirian Keuangan 

Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara.  

6. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemandirian Keuangan  melalui Indeks Pembangunan Manusia 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur menunjukkan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat berpengaruh langsung ke Kemandirian 

Keuangan  dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari Indeks 

Pembanguan Manusia  (sebagai variabel intervening) terhadap Kemandirian 

Keuangan . Besarnya pengaruh langsung adalah 1.063 sedangkan besar 

pengaruh tidak langsung yaitu 0,069. Oleh karena nilai (P1 x P2 > P1) maka 

Indeks Pembangunan Manusia berfungsi sebagai variabel intervening. 
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7. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan Manusia. 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis jalur menunjukkan 

bahwa Dana Perimbangan dapat berpengaruh langsung ke Kemandirian 

Keuangan dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari Indeks 

Pembangunan Manusia (sebagai variabel intervening) terhadap kemandirian 

Keuangan. Besarnya pengaruh langsung adalah 0.0498 sedangkan besar 

pengaruh tidak langsung yaitu 

-0.005. Oleh karena nilai (P1 x P2 > P1) maka Indeks Pembangunan 

Manusai berfungsi sebagai variabel intervening.  
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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

          Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota  Provinsi 

Sumatera Utara. 

2. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 

Utara.  

3. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.  

4. Pendapat Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 

Utara.  

5. Dana Perimbangan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap 

tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera 

Utara.  

6. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat Kemandirian Keuangan melalui Indeks Pembangunan 

Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 

7. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

tingkat Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota Sumatera Utara. 
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B. Saran 

  Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut  

1.   Pemerintah harus lebih memperhatikan alokasi anggaran yang 

proporsional guna untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah di 

Provinsi Sumatera Utara, alokasi anggaran ini harus mampu untuk 

mendorong agar pembangunan antar daerah guna peningkatan 

pertumbuhan ekonomian daerah bisa cepat dan nantinya tidak akan 

tertinggal dengan kabupaten/kota yang lainnya. 

2.   Pemerintah daerah perlu mencari alternatif lain untuk meningkatkan 

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap melihat kondisi 

dan potensi daerah yang dimiliki masing-masing daerah,  sehingga 

tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang, 

pemerintah juga perlu mengkaji ulang sektorsektor unggulan mana saja 

yang perlu ditingkatkan alokasi dananya sehingga dapata meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi daerah secara parsial 

3. Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian 

yang lebih banyak, sehingga hasilnya akan lebih tergeneralisasi. Untuk 

penelitian selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan menambah 

variabel lain yang mempengaruhi kemanidirian penrelolaan keuangan dan 

indeks pertumbuhan manusia, sehingga hasil penelitian bisa memiliki 

kontribusi yang berbeda dengan penelitian terdahulu. 
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